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ABSTRAK

Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk
menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan serta kesejahteraan bagi warga
negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap
tindakan yang dilakukan, oleh warga negara Indonesia. Salah satu kajian hukum
yang sangat penting adalah. kajian hukum.pidana. Hukum pidana dapat
dirumuskan sebagai.sejumlah peraturan hukum yang.mengandung larangan dan
perintah -atau keharusan yang terhadap tindakannya diancam dengan pidana
(sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya. Hukum pidana identik dengan
hukum yang mengatur tentang.tindakan seseorang yang menyangkut kepentingan
nyawa seseorang seperti-pembunuhan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka
penulis menetapkan pertama Apakah faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana
Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Pelalawan serta Bagaimanakah upaya
pihak Polres Pelalawan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan di
Wilayah Hukum Polres Pelalawan.

Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitiannya, dapat dikelompokkan
kedalam penelitian observasional research/ Sosiologis Empiris yang dilakukan
dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan
menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat
dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis;.yang berarti penelitian yang
dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang
permasalahan pokok penelitian.

Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah
Hukum Polres Pelalawan yaitu ‘faktor jinternal. (faktor yang berasal dari dalam
individu) dan faktor eksternal (faktor yang terdapat diluar individu) .Faktor
internal penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan ada 5 (lima) faktor yaitu,
faktor daya emosional, faktor psikologis/kejiwaan, dan faktor lemahnya iman,
faktor nafsu ingin memiliki, dan demoralisasi seksual. Faktor eksternal tindak
pidana pembunuhan‘disebabkan oleh 6 (enam) yaitu.: faktor ekonomi, faktor alat-
alat media, faktor lingkungan keluarga,fakter- pemakaian narkotika dan
alkoholisme, dan faktor peran korban. Upaya pihak Polres Pelalawan Dalam
Menanggulangi Tindak Pidana  Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres
Pelalawan, vyaitu dengan memproses perkara pidana dengan melakukan
penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara untuk kemudian ditangani
lebih lanjut oleh kejaksaan dan pengadilan. Upaya non penal penanggulangan
tindak pidana pembunuhan oleh Polres Pelalawan dengan 3 (tiga) upaya, yaitu
melalui pengawasan dan razia di tempat hiburan malam, penyuluhan, dan
pengawasan media cetak/elektronik.

Kata kunci : Upaya, Penanggulangan, Tindak Pidana Pembunuhan.



ABSTRACT

As a state of law, Indonesia accepts law as an ideology to create order,
security, justice and prosperity for its citizens. The consequence of all this is that
the law binds every action taken by Indonesian citizens. One of the most important
legal studies is the study of criminal law. Criminal_law can be formulated as a
number of legal regulations-containing prohibitions and-orders or obligations
which are punishable by criminal acts (legal sanctions) for those who make them
happen. Criminal law is identical to the law that regulates a person's actions
involving the interests of a person's life, such as murder.

Based on the background-of thezproblem described above, the writer
determines first what are the' factors causing ‘the/.eccurrence of the crime of
murder in the jurisdiction of the Pelalawan Police and how are-the efforts of the
Pelalawan Police in Overcoming the Crime of Murder in the Law Area of the
Pelalawan Palice.

This writing, when viewed from the type of research, can be grouped into
observational research / Sociological Empirical research conducted by means of
surveys, namely research directly to the research location using data collection
tools in the form of interviews. Meanwhile, if viewed from its nature, this writing
is descriptive -analytical, which means the research is intended to provide a
detailed, clear and systematic description of the main research problems.

Factors causing the occurrence of the crime of murder in the jurisdiction
of the Pelalawan Police, namely internal factors (factors originating from within
the individual) and external factors (factors that exist outside the individual).
emotional, psyehological/psychological factors, and weak faith factors, lust for
possessions, and-sexual demoralization. External-factors of the crime of murder
are caused by 6.(six) namely: economic. factors, media tools factors, family
environmental factors, narcotics and alcoholism use factors, and victim role
factors. The efforts of the Pelalawan Police in Overcoming the Crime of Murder
in the Law Area of the Pelalawan Police, namely by processing criminal cases by
conducting investigations and investigations of a case to be further handled by the
prosecutor and court. Non-penal efforts to overcome the crime of murder by the
Pelalawan Police with 3 (three) efforts, namely through supervision and raids at
night entertainment venues, counseling, and supervision of print/electronic media.

Keywords : Attempts, Countermeasures, Crime of Murder.
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BAB |

PENDAHULUAN

Dasar Negara

ara Indonesia

(machstaat)

dasar kekuas

A\ Y

eh hukum. Terhadap

"\

penyelenggaraan tugas-tugas pe

dan kenegaraan dalam suatu negara
hukum terdapat aturan-aturan yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan-
peraturan yang terhimpun dalam hukum tata Negara.?

Aturan-aturan tertulis atau dengan kata lain hukum tertulis dibedakan

menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum perdata. Hukum publik terbagi

1 C.S.T Kansil, dan Christine S.T. Kansil, Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia, Cetakan
Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 90.
2 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 20



menjadi tiga golongan hukum yaitu pertama hukum tata negara; kedua hukum tata
usaha negara; dan ketiga hukum pidana, sehingga dengan hukum perdata ada
empat golongan hukum.® Dari keempat golongan hukum tersebut, hukum pidana
memiliki peran_yang penting-untuk mengatur hubungan. antar warga negara
dengan negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan
publik.*

Hukum pidana di Indonesia bentuknya tertulis dan dikodifikasi dalam
sebuah kitab undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuannya di
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan dari
pemerintahan penjajah Belanda. Di dalam KUHP, terdapat beberapa asas yang
sangat penting, salah satu dari asas yang penting tersebut dan boleh dikatakan
sebagai tiang penyangga hukum pidana yaitu asas legalitas (nullum delictum nula
poena sine praevia lege poenali). Asas itu termuat di dalam-Pasall KUHP yang
dirumuskan demikian :®

a. Tiada suatu tindakan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan
pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan
dilakukan.

b. Jika sesudah perbuatan dilakukan adaperubahan dalam perundang-
undangan, dipakai aturanyang paling ringan bagi terdakwa.

c. Rumusan dari asas di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan
perbuatanperbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang
macamnya perbuatan yang harus dirumuskan dengan jelas, tetapi juga
macamnya pidana yang diancamkan.

Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi

untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan serta kesejahteraan bagi

3 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung,
2003, hal. 3

4 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 1

® 1bid, hal. 37.



warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat
setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Salah satu kajian
hukum yang sangat penting adalah kajian hukum pidana. Hukum pidana dapat
dirumuskan sebagai sejumlah peraturan_hukum yang mengandung larangan dan
perintah atau keharusan yang terhadap tindakannya diancam dengan pidana
(sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya. Hukum pidana identik dengan
hukum yang mengatur tentang tindakan seseorang yang menyangkut kepentingan
nyawa seseorang seperti pembunuhan.®

Berbagai kasus tindak pidana pembunuhan setiap tahun terus terjadi dan
mengalami peningkatan khususnya di tahun 2020 di wilayah hukum Polres
Pelalawan, dan berdasarkan data kasus tindak pidana pembunuhan di wilayah
hukum Polres Pelalawan selama 3 (tiga) tahun terakhir ada 4 (empat) kasus yang
sudah terjadi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Tindak Pidana Pembunuhan
di Wilayah Hukum Polres Pelalawan

No. | Tahun Tersangka Korban Jenis TKP
Pembunuhan
1. 2018 Syafri, Temi | Daud Hadi Pembunuhan Kantor Bumdes
Supriadi dan Berencana Sialang Godang
Arianto Kec. Bandar
Petalangan
2. 2019 Asep Junjung Pembunuhan Desa Petani
Mahpudhin Siregar Berencana Dusun 1 Kec.
Bunut
3. 2020 Torozatulo Markus Pembunuhan Areal Kebun
Zebua Gea Berencana Sawit Afdeling
IV Desa Gondai
Kec. Langgam

6 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam
Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 3.
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4, 2020 Perianus Sama Arti Pembunuhan Areal Kebun
Halawa Zai Berencana Sawit Milik
Sudiman Kec.
Langgam

Sumber : Polres Pelalawan 2021

Salah satu tindak pidana.pembunuhan yang menarik menurut penulis
untuk diteliti adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan orang
atau dengan . bersama-sama, cuntuk" atu: pihak, Kepolisian khususnya Polres
Pelalawan harus berupaya keras dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan
ini.

Kepolisian atau Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum
pidana sehingga tidaklah berlebihan jika Polisi dikatakan sebagai hukum pidana
yang hidup.” Kepolisian atau Polisi bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam
negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan kertertiban masyarakat, tertib
dan tegaknya hukum, terselengaranya perlindungan , pengayoman dan pelayanan
kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung
tinggi hak asasi manusia.® Institusi Kepolisian usaha yang digunakan dalam
menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu
melalui upaya preventif maupun represif.

Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan
dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada
masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu

segala aktifitasnya. Langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat

 Satjipto Raharjo, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Penerbit Buku Kompas,
Jakarta, 2002, hal. 25.

8 Untung S. Rajab, Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem
Ketatanegaraan(berdasarkan UUD 1945), Bandung: CV. Utomo, 2003, hal. 12.
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dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatanatau kriminalitas.
Semakin berkembangnya dunia kejahatan dan kriminalitas, membuat Kepolisian
harus membuat suatu kemajuan khususnya dibidang Satreskrim dimana bidang
itulah yang selalu menjadi pagar atau tembok utama dalam menanggulangi
kejahatan:®

Pasal 5 Undang-Undang| Nomor: 21 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian ialah alat negara yang berperan
dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,
serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sadjijono, (2006:119)
Antara fungsi dan tugas merupakan satu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu
dengan yang lain, karena fungsi dijabarkan dalam tugas-tugas dan tugas-tugas itu
lebih dijabarkan ‘lagi kedalam berbagai peran, dan wewenang, dan dalam
pelaksanaannya harus ditopang dengan sifat professionalisme dari setiap anggota
Polri yang direfleksikan dalam sikap/perilaku yang terpuji dan terampil dalam
melaksanakan tugasnya. Etika Kepolisian adalah norma tentang perilaku Polisi
untuk dijadikan pedoman dalam.mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi
penegakkan hukum ketertiban umum dan keamanan masyarakat.°

Berkaitan dengan penegakkan hukum, peranan yang ideal dan peranan
yang sebenarnya adalah memang peran yang di kehendaki dan diharapkan oleh

hukum di tetapkan oleh Undang-Undang. Sedangkan peran yang dianggap diri

% Sadjijono, Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hal. 118
10 Kunarto, Etika Kepolisian, Cipta Manunggal, Jakarta, 2007, hal. 97.
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sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang

yangmempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan

kenyataankenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan kenyataan

Pengertian pembunuhan adalah sebuah perbuatan kriminal yang menyebabkan
hilangnya nyawa seseorang, saat ini banyak terjadi pembunuhan di berbagai
daerah Indonesia. Hal ini selain dipengaruhi motif atau latar belakang dari sang
pelaku,juga merupakan gambaran merosotnya moral bangsa ini. Kemerosotan

moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian adalah beberapa faktor

11 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judical Prudence),
Jakarta: Kencana, 2009, hal. 204.
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yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Begitu mudahnya sesorang
menghilangkan nyawa orang lain ini patut diteliti penyebabnya. Kerasnya

kehidupan dan rapuhnya pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor begitu

mudahnya seseo n
€ i jahatan dan
pembero )@@M tidak; di peroleh apa
N W’?@
yang perl idup,t erbi nai kejahatan
Khususnya , | ng sederhana
sehingga n karang terjadi
peristiwa pembu c_éi[:a_i/ b_ez:r;t_)g , yakni dengan
cara keji, ti ipung ._ba;ﬁyv ;gig'hh b kang terjadinya
pembunuhan di ia i i . Ketika seseorang
tidak memili ama, wno i ik, maka ketika
KANBA
muncul rasa jung pa uhan pada orang
yang dibenci.
o L]
Maraknya ti diperlukan peran dan
tugas pihak-pihak yang I Kepolisian, Kejaksaan dan

Kehakiman. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok,
dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah “barang siapa dengan
sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan

pidana penjara paling lama lima belas tahun”.'® Kejahatan merupakan suatu istilah

12 W.A. Gerungan, Dipl, psikologisosial, Aditama, Bandung, 2004, hal. 1
13 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010,
hal. 56
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yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah
kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia
tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatanjahat. Perbuatan atau tingkah laku
yang dinilai serta.mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai.oleh masyarakat itu,
merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah
kehidupan masyarakat begitu-juga ‘dengan kejahatan pembunuhan.sesuai yang
diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi ‘“Barang siapa dengan sengaja
menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana
penjara paling. lama 15 tahun.” Maupun dalam. Pasal 340 KUHP tentang
pembunuhan berencana yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan
rencana terlebin dahulu  merampas nyawa orang lain, ~diancam Kkarena
pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau
selama waktu tertentu, paling,lama dua puluh tahun”.

Meningkatnya tindak pidana pembunuhan memerlukan peran dan tugas
pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan. Paling penting
adalah tugas Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal, dalam pengungkapan
sebab pembunuhan yang dilakukan pelaku.ini-membutuhkan kerja keras dari
pihak Kepolisian. Kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan dalam menyelesaikan
kasus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum,
dan keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudukan Negara
hukum. Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat
sudah seharusnya pihak Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal

mewujudkan rasa aman tersebut. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pihak
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Polisi Republik Indonesia khususnya satuan Reserse Kriminal untuk mencari dan

menemukan para pelaku kejahatan dan mencegah agar tidak terjadi lagi

kejahatanini sesuai dengan apa yang menjadi cita — cita Pihak Kepolisian

1.

1.

Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan
di Wilayah Hukum Polres Pelalawan.
Untuk mengetahui upaya pihak Polres Pelalawan Dalam Menanggulangi

Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Pelalawan.
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Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam

penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Pidana

Mohammad Hatta menjelaskan bahwa hukum merupakan panglima dan urat nadi
pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hukum sebagai
suatu sistem mempunyai peran yang strategis dalam penegakan hukum dan

dominan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.'® Sedangkan

14 Barda Nawawi Arief Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal.
316-317.
15 Moh.Hatta, Kebijakan Politik Kriminal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 1

10
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H.L.A. Hart dalam Ahmad Mujahidin juga melihat hukum merupakan suatu
sistem yang memuat sekumpulan peraturan, dimana satu peraturan dengan

peraturan lainnya berhubungan dalam satu hierarki dan memiliki struktur yang

'@ . ah.yang merupakan nilai yang

terpenting dari setiap perat : dangan, dengan kata lain, kaidah-

kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai
validity saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai

value).r’

6 Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 48
17 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme,
Bina Cipta, Bandung, 2006, hal. 67-68
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Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan
juga tingkah laku manusia.Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya
hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak
yang tercantum dalam (peraturan-peraturan).hukum.Janji dan kehendak tersebut,
misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap
seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.®

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-
akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan peyalahgunaan kekuasaan
dalam hukum oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam
masyarakat sebagail akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak harus
dikembalikan kepada masalah mentalitas para pelaksana penegakan hukum,
sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan
disebabkan oleh karena memang nilai (keadilan) yang terkandung dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan
bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita.*®

Jhon Rawls" menyatakan tujuan hukum. menjadi adil bila dalam
penerapannya sesuai dengan jiwa dari hukum positif. Jadi tujuan hukum adalah
keadilan. Keadilan terpenuhi bila institusi-institusi suatu masyarakat
diatur/digunakan untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dengan

pertimbangan-pertimbangan moral dan keadilan.?°

18 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Pubishing,
2009, hal. 7

19 Ibid, hal.29

20 R. Abdussalam, Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan
Masyarakat, Restu Agung, Jakarta, 2006, hal. 6

12



Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi
peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi
terwujudnya situasi penuh keadilan. Dengan memberikan penghargaan pada setiap
pribadi maka hak=hak yang menjadi milik.setiap pribadi..mendapat legitimasi
untuk dihargai. Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses
perjanjian diantara anggota-anggota masyarakat,dengan mengindahkan antara lain
kerjasama manusia, rasa keadilan, pilihan yang rasional, dan apa yang dinamakan
primary goods (hal-hal utama yang ingin diperoleh seseorang).?

Pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial
dan mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat agar tujuan dari
penerapan hukum memberi manfaat bagi mereka yang kurang-beruntung, hal ini
sebagai konsekuensi dari negara hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan
keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapali dengan memasukkannya prinsi-
prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai
keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-
kebutuhan sosial dan‘individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang
hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh-pemerintah merupakan simbol dari
harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang
satu terhadap yang lain.?

Apapun teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus

memperhatikan konsep-konsep kejujuran (fairness), persamaan (equality), tidak

2l Rena Yuliana, Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan), Graha IImu,
Yogyakarta, 2010, hal. 16.
22 R. Abdussalam, Op.cit, hal. 16
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memihak (impartiality), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut
(appropriatereward and punishment). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan
(benevolence), kedermawanan (generosity), rasa terima kasih (gratitude) dan
perasaan kasihan.(compassion)..Namun praktikyang terjadi.kadang-kadang tidak
konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum.?®

Dengan demikian tujuan ' hukum: ‘adalah untuk, ketertiban, kepastian
hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung
jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian scientia yuridis harus
mendalam dan mendasar pada conscientia (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran,
dan kasih sayang antar sesama).?*

Pengaruh sebelum terjadinya peraturan, ialah diperhitungkan keadaan-
keadaan yang justru menimbulkan peraturan itu, demikian juga pada waktu
pembuatannya. Kalau peraturan itu sudah sah_herlaku, pengaruh masyarakat itu
dapat diketahui dari sikapnya terhadap peraturan tersebut. Orang bisa mentaati,
menolak, juga bisa apatis. Oleh karena itu dalam hubungan ini penting sekali
untuk diketahui bagaimana bekerjanya suatu peraturan dalam kenyataannya.?

Dalam penegakan hukum (law enforcement) terdapat kehendak agar
hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum
dapat diwujudkan, sedangkan cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu

secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum digunakan untuk

23 Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 18

24 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam
Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 2

%5 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2007, hal. 172.

14



membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (to use the law to legitimate their
actions).?® Ronny Rahman Nitibaskara, (2006:9)

Roeslan Saleh mengatakan bahwa bagaimanakah kita menegakkan
ketertiban, jika materi yang harus ditertibkan itu tidak atau kurang mendapat
perhatian bersama. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materinya terdiri atas
manusia-manusia yang bekerjasama 'satu dengan. yang lain. Masing-masing bagi
dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama dan berjuang untuk kebahagiaan
dan kesejahteraan.?’

Suasana tertib akan muncul dari adanya kehidupan yang didasarkan
adanya semacam kontrak sosial atau kesepakatan dalam masyarakat yang akan
menjadi suatu.kaidah yang hidup yang saling disepakati dan-mengikat sebagai
norma, untuk menjadi pedoman hidup bersama yang diiringi dengan terbentuknya
perangkat hukum. Peranan-hukum lambat laun akan semakin tanpak yang
kemudian dirumuskan secara tertulis maupun adat kebiasaan (tidak tertulis) yang
harus selalu dipatuhi untuk bersama-sama menuju tertib_hukum.?® Tertib hukum
akan tergannggu akibat adanya kejahatan dan pelanggaran hukum. Perkembangan
hukum itu sendiri makin lama akan ketinggalan, karena kemampuannya dalam
merumuskan hukum maupun pelaksanaannya akibat kondisi kehidupan
masyarakat yang majemuk dan semakin kompleks. Pada gilirannya pertentangan
kepentingan hidup dalam masyarakat dan akhirnya muncul perlawanan terhadap

hukum itu yang dapat menimbulkan masalah sosial.

%6 Ronny Rahman Nitibaskara, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 9.
27 Roeslan Saleh Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2010, hal. 23

28 Moh.Hatta, Op.cit, hal. 12
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Tujuan pembuatan peraturan Perundang-undangan adalah untuk mencapai
ketertiban. Secara legitimasi yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial sebagai
tujuan negara. Penegakan hukum dengan produk hukum yang saling tumpah
tindih  menimbulkan ~masalahnya masing-masing, yang pada akhirnya
kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana sangat mudah, akhirnya nilai
keadilan dalam masyarakat hanya menjadi‘slogan. didalam penegakan hukum.?®

Dalam penerapan hukum di masyarakat sesungguhnya tidak sesederhana
ketika hukum itu selesai dibuat, kemudian langsung dapat diterapkan. Hukum
sebagai sesuatu yang akan bersinggungan langsung dengan masyarakat, jelas akan
banyak bergelut dengan sekian banyak dimensi dan faktor yang hidup di dalam
masyarakat.

Tidak jarang terjadi produk hukum yang ada tidak sesuai dengan kondisi
sosial, ekonomi dan politik .masrakat.®® Cara berhukum~di Indonesia harus
dilaksanakan dengan memfasilitasi hukum yang tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat karena. Indonesia adalah negara yang. pluralistik, dengan
mensinergikannya dengan kepentingan nasional wang dikenal istilah dengan
harmonisasi hukum. Hukum-adat yang dinyatakan sebagai sumber utama dalam
pembentukan hukum nasional, ternyata semakin lama semakin tidak jelas
kedudukan dan fungsinya dalam pembentukan hukum nasional.3!

Masalah  pengendalian atau penanggulangan kejahatan  dengan

menggunakan hukum pidana bukan hanya problem sosial, tetapi juga merupakan

29 Sabian Utsman, Menuju Penegakan Hukum Responsif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal.
37

%0 Eddi Wibowo, Hukum dan Kebijakan Publik, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik
Indonesia, Yogyakarta, 2004, hal. 8

31 satjipto Rahardjo, Op.cit, hal. 173-174.
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masalah  kebijaksanaan. Sehingga dilihat dari sudut ini, ada yang
mempermasalahkan apakah kejahatan ini ditanggulangi, dicegah atau
dikendalikan dengan menggunakan hukum pidana.

Setiap penyelenggaraan..kenegaraan..dan pemerintahan harus memiliki
legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Secara teoritis,
kewenangan yang bersumber, cdari. “Peraturan, Perundang-undangan tersebut
diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandate. Menurut Robert
Bierstedt, wewenang adalah institutionalized power (kekuasaan yang
dilembagakan).®> Dengan ketiga komponen dalam sistem hukum tersebut dapat
digunakan untuk mengkaji efektifitas penerapan suatu sanksi dalam suatu aturan
hukum. Kata efektif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti
ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab, dapat
membawa hasil atau berhasil guna, mulai berlaku).® Efektifitas pemidanaan
diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya
pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin
dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai.>* Meneliti efektifitas hukum pada
dasarnya membandingkan antara.realitas hukum dengan ideal hukum. Hukum
menentukan peranan apa yang sebaiknya dilakukan oleh para subjek hukum, dan
hukum akan semakin efektif apabila peranan yang dijalankan oleh para subjek

hukum semakin mendekati apa yang telah dilakukan dalam hukum. Efektifitas

%2 |bid, hal. 16

3 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan, Sinar
Grafika, Jakarta, 2016, hal. 59.

34 Ibid, hal. 60

17



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

dalam konteks dengan hukum diartikan bahwa hukum itu benar-benar hidup dan
berlaku, baik secara yuridis, sosiologis dan filosofis.%

Orang mengakatakan bahwa kaidah hukum berlaku secara faktual atau

penegak h It nega a m (erse ut; mulai dari
tahap pembuat sosialis : hukumnya yang
mencakupi
interprestas
faktor yang

yaitu: Faktor

diterapkan

% Ibid, hal. 61.

% J.J.HAL.Bruggink, ahli bahasa Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Cetakan Kedua,
PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 149

37 Ahmad Ali, Op.cit, hal. 378.
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d. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan

pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.®® Soerjono Soekanto,

(2012:8)

pertimbangan da i Ka an terhadap judul

penulis, antara

b. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan
yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya

preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum

% Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers,
Jakarta, 2012, hal. 8

%9 1bid, hal. 9

40 Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit, hal. 11
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kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah
menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

2. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai

kehidupan manusia. Pengertian nyawa berarti menghilangkan kehidupan

manusia yang secara umum disebut “pembunuhan”.*!

4 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.
2
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4. Wilayah Hukum Polres Pelalawan adalah wilayah hukum yang berwenang

dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana

khususnya tindak pidana pembunuhan.

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Polres
Pelalawan. Adapun alasan pemilihan judul dikarenakan wilayah hukum
Polres Pelalawan adalah Instansi yang melakukan penanganan atas
terjadinya tindak pidana pembunuhan. Untuk itu penulis akan menanyakan

langsung perihal permasalahan tersebut ke intansi terkait.

21
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3. Populasi dan Responden
Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang

mempunyai karakteristik yang sama.*> Responden adalah pihak-pihak

o
'
ﬁf ) yaitu :
o .
ﬂﬂ enulis melalui

okok masalah yang

o
<]
o

Dalam melakukan penelitian ini  penulis menggunakan teknik
pengumpulan data dengan cara wawancara Yyaitu pengumpulan data
dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) secara langsung

kepada responden.

42 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 118
43 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, Yokyakarta, 2010, hal. 22
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6. Analisa Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun

data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan

23
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umu ntang Tindak Pidana

Perkataan “feit ] 2 sebagian dari suatu

(3

kenyataan “ atau “een Qe erke edang “strafbaar” berarti

“dapat dihukum”, hing
diterjemahkan sebagai “
yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa
yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan
kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk

undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang

sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan, strafbaar feit”, maka timbullah di
24
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dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan

“strafbaar feit” tersebut. Menurut Van Hamel menguraikan tindak pidana

(straafbaar felt) itu sebagai Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-

yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang
tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah

dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.*

4 Ahmad Mujahidin, Op.cit, hal. 225.
4 Ahmad Ali, Op.cit, hal. 88.
46 |_eden Marpaung, Op.cit, hal. 8.
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2. Unsur-unsur Tindak Pidana
Perbuatan dikategorikan sebagai Tindak Pidana bila memenuhi unsur-

unsur, sebagai berikut:*’

n, pasal dari

berupa:*°
a. Suatu tindakan;
b. Suatu akibat dan;

c. Keadaan (omstandigheid).

47 Niniek Suparni, Op.cit, hal. 184.
48 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 104.
49 Leden Marpaung, Op.cit, hal. 10.
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Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-

undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbutan yang dapat berupa :

a. Kemampuan(toerekeningsvatbaarheid);

Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh
unsur objektif yang berupa suatu "akibat™ adalah akibat-akibat
yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan
syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana.

Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif

27
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yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-
undang adalah akibat yang berupa matinya orang;

c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam

N
>

“‘é

"

%
o
&
#
dat

dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga
mengerti akan nilai perbuatannya itu;

b) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia
dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia

lakukan;
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¢) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan

perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.*

Walaupun rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.
Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan
hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur

objektif.

50 Teguh Prasetyo, Op.cit, hal. 4-5.
51 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010,
hal. 82
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3. Jenis-Jenis Tindak Pidana
Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu
sebagai berikut :%2

a. Men H ibeds > ejahatan  (misdrijven)

antara Tindak

ana Pasif (Delik

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum
dan tindak pidana khusus;
g. Dilihat dari dusut subejek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak

pidana communia (delicta communia, yang dapat dilakukan oleh siapa

52 Adami Chazawi, Op.cit, hal. 121-122
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saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang

memiliki kualitas pribadi tertentu);

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka

Selain jenis tindak pidana diatas, masih ada jenis tindak pidana yang
diuraikan dalam buku Adami Chazawi diantaranya :

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Disebut dengan rechtsdelicten atau tindak pidana hukum, yang artinya
sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam UU melainkan

memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam
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rumusan tindak pidana dalam UU. Walaupun sebelum dimuat dala UU pada
kejahatan telah mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada
masyarakat, jadi berupa melawan hukum materiil. Sebaliknya, wetsdelicten sifat
tercelanya suatu_perbuatan itu-terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian
dalam Undang-Undang. Sumber tercelanya wetsdelicten adalah Undang-Undang.
Menurut Andi Hamzah cdalam Adami, Chazawi, dasar pembedaan itu
memiliki titik lemah karena tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku
Il itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku Il mengandung
sifat terlarang. karena dimuatnya dalam UU...Contoh sebagaimna yang
dikemukakan Hazewinkel Suringa, Pasal 489 KUHP (artikel 424 \WvS Belanda),
Pasal 490 KUHP (artikel 425 WvS Belanda) atau Pasal 506 KUHP (artikel 432
ayat 3 WvS Belanda) yang masuk pelanggaran pada dasarnya merupakan sifat
tercela dan patut dipidana~sebelum dimuatnyaydalam UU. Sebaliknnya, ada
kejahatan misalnya Pasal 182 KUHP (artikel 154 WvS Belanda), Pasal 344
(artikel 293 WvS Belanda) yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat
terlarang setelah dimuat dalam Undang-Undang.-Apa pun alasan pembedaan
antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan
daripada kejahatan.hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran
tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan
denda, sedangkan, kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.>

2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

%3 1bid, hal. 123.
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Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian
rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah
melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak
memperhatikan dan atau tidak-memerlukan. timbulnya suatau akibat tertentu dari
perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melaiinkan semata-mata
pada perbuatannya. Misalnya;pada pembunuhan (Pasal 362 KUHP) untuk
selesainya pembunuhan digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.
Sebaliknya dalam perumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada
menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karna itu, siapa yang menimbulkan
akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Tentang
bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah
penting. Misalnya pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada
menimbulkan kematian orang, dan bukan dari wujud menembak, membacaok atau
memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat
dan bukan pada selesainya suatu perbuatan.

Begitu juga dengan selesainya tindak pidana materil, tidak tergantung
sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantung kan
pada syarat timbulnya akibat terlarangtersebut. Misalnya wujud membacok telah
selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi
jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa

korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.
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3) Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Ketika membicarakan tentang unsure kesalahan dalam tidak pidana, sudah

cukup dibicarakan perihal kesengajaan dan kelalaian. Tindk pidana sengaja

larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak pidana yang dirumuskan secara
formil maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam
KUHP adalah tindak pidana aktif.

Berbeda dengan tindak pidana pasiff, dalam tindak pidana pasif, ada suatu
kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban

hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu,
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ia telah melanggara kewajiban hukumnya tadi. Di sini ia telah melakukan tindak
pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian
suatau kewajiban hukum.

Tindak pidana pidana pasif ada dua.macam, yaitu.tindak pidana pasif
murni dan tidak murni disebut dengan (delicta commisionis per omissionem).
Tindak pidana pasif murni _adalah’tindak: pidana pasif yang dirumuskan secara
formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya
adalah berupa perbuatan pasif. Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah yang
pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara
tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatau akibat terlarang,
tetapi dilakukan dengan atau tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu
benar-benar timbul. Misalnya pada pembunuhan 338 (sebenarnya tindak pidana
aktif), tetapi jika akibat matinya itu di sebabkan karna seseorang tidak berbuat
sesuai kewajiban hukumnya harus ia perbuat dan karenanya menimbulkan
kematian, disini ada tindak pidana pasif yang tidak murni. Misalnya seorang ibu
tidak mnyusui anaknya agar mati, peruatan ini melanggar Pasal 338 dengan secara
perbuatan pasif.

5) Tindak Pidana Terjadi Seketika da Tindak Pidana Berlangsung Terus

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga
denganaflopende delicten. Misalnya pembunuhan (362), jika perbuatan
mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.
Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga

denganvoortderende delicten. Seperti Pasal 333, perampasan kemerdekaan itu
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berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban
dibebaskan/terbebaskan.

6) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah semua.tindak pidana.yang dimuat dalam
KUHP sebagai kodifikasi hukum ppdn materiil. Sementara itu tindak pidana
khusus adalah semua tindak -pidana ‘yang terdapat dalam kodifikasi tersebut.
Walaupun atelah ada Kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak pidana diluar
KHUP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-
perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan
pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan
kemajuan 1lmu pengetahuan, yang tidak cukup - efektif dengan hanya
menambahkannya pada kodifikasi (KUHP). Tindak pidana diluar KUHP tersebar
didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-
undangan itu berupa peraturan perundang-undangan pidana.

7) Tindak Pidana Communia dan Tindak Pidana Propria

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan
antara tindak pidana yang dapat dilakukan.oleh semua orang (delictacommunia )
dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas
tertentu (delicta propria). Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada
semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat
dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja.

8) Tindak Pidana Biasa (Gewone Delicten) dan tindak Pidana Aduan

(Klacht Delicten)
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Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya
penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan

delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana

dicantumkan d ) ter ang pembunuhan,
ey

Pasal 338 KUH ntang penggelapan,

Pasal 363 KUHP te .oQ . 8 KUHP tentang pemerasan.

Karena disebutkan secara lengka Ir-un ya, pada rumusan bentuk pokok
terkandung pengertian yuridis dan tindak pidana tersebut. Sementara itu, pada
bentuk yang diperberat dan atau diperinga, tidak mengulang kembali unsur-unsur
bentuk pokok itu,melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau
pasal bentuk pokonya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat

memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.
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10) Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP
didasarkam pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingn
hukum yang dilindungi ini, maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II.
Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk
rumusan  Kejahatan Terhadap= {Keamanan, sNegara (Bab 1). Berdasarkan
kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas jenis tindak pidana, dan
akan terus berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan manusia, dan
untuk mengikuti perkembangan itu, peranan hukum pidana khusus menjadi sangat
penting sebagai wadah tidak pidana diluar kodifikasi.

11) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidaa tunggal (enkelvoudige delicten) adalh tindak pidana yang
dirumuskan sedemikian rupa,sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana
dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbutan saja. Bagian
terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pdana tunggal.
Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak
pidana yang dirumuskan sedemikian' rupa.sehingga untuk dipandang sebagai
selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang.
Contohnya Pasal 481 KUHP ayat 1 tentang Penadahan Penerbitan dan Percetakan,
dimana perbuatan membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau
menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan itu dilakukan sebagai
kebiasaan. Kebasaan disini disyaratkan telah dilakukan berulang, setidaknya dua

kali perbuatan.
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B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan

pe- dan akhiran - -
RN 3\

o, etk 0 o s i

<> —

"~

mengandung makn natikan, menghapuskan

artinya
berarti perkara . S lam peristiwa
pembunuha \ a 2 (dua) A lengan sengaja
mematikan
orang yang % ang -' L‘ a disebut sebagai

pihak terbu

meninggalnya orang lain tersebut.
Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materil
atau materieel delict, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai

telah selesai dilakukan olehh pelakunya dengan timbulnya akibat terlarang atau

% W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal.
194.

% P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru,
Bandung, 2010, hal. 1
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yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum
dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat
berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu,
terjadinya adalah<hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan
meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan
nyawa orang lain tidak terwujud maka bart bisa,disebut percobaan pembunuhan.
Pengaturan-pengaturan mengenai ketentuan pidana tentang kejahatan yang
ditujukan terhadap nyawa orang, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk
undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan
yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberi kejahatan
tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang,
masing-masing sebagi berikut :*°
a. Kejahatan berupa_ menghilangkan | nyawa orang lain dalam
pengertiannya yang umum, tentang kejahatan. mana pembentuk
undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara
kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain yang tidak direncanakan
lebih dahulu yang telah diberinya.nama doodslag dengan kesengajaan
menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu
yang disebutnya moord diatur dalam pasal 338 KUHP sedang moord
diatur dalam pasal 340 KUHP.
b. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak

yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini

% P AF Lamintang, Delik-delik khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan,
Sinar Grafik, Jakarta, 2010, hal. 11-12.
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selanjutnya pembentuk undang-undang masih membuat perbedaan
anatara kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang

dilakukan ibunya sendiri yang dilakukan tanpa direncanakan lebih

a orang atas
dari orang itu
sal 344 KUHP.*®

lain melakukan

wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan
meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu oleh pembentuk

undang-undang telah disebut dengan kata afdrijving.

" 1bid, hal. 12
%8 1bid, hal. 37.
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Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang membuat
perbedaan antara beberapa jenis afdrijving yang dipandang dapat terjadi didalam

praktik, masing-masing yaitu sebagai berikut :>

, atau seorang

2. orang  tanpa
seperti yang
7
3. 5' anita  yang
Vel
bid:

49 KUHP.

A T T

ur secara umum

KUHP. Kejahatan terhadap nyawa diatur sesuai dengan perbuatan yang dilakukan
olen pelaku pembunuhan. Dalam hal ini ketentuan yang dimaksud adalah
ketentuan pidana yang di mana di dalamnya berisi aturan yang berisi larangan,

atau keharusan disertai sanksi pidana.

% Ibid, hal. 13.
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Adapun beberapa unnsur-unsur pembunuhan secara umum vyaitu, sebagai
berikut :

1. Unsur dengan kesengajaan

.
%
9

’
_9‘;

tanpa dengan sengaja atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai
pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat
atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.”

b. Sengaja Insaf Akan Kepastian

60 A.Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 262
61 H.A.K Moch Anwar, Hukum Pidan Bagian Khusus (KUHP Buku I1) Jilid 1, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2004, hal. 89
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Sedangkan Prodjodikoro berpendapat sengaja sebagai insaf akan

kepastian, sebagai berikut : “Kesengajaan semacam ini ada apabila

sipelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang

oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu
akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan
akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia
kehendaki.” Bedanya dengan kesengajaan sebagai niat dan kesengajaan

insaf  kepastian, kesengajaan insaf kemungkinan pelaku yang

62 Wirjono Prodjodikoro, Op.cit, hal. 63
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membayangkan kemungkian belaka. Menurut Van Dijk dan Pompe yang
dikutip oleh Wirjono Prodjidokoro bahwa hanya ada keinsafan

kemungkian, tidak ada kesengajaan, tetapi hanya mungkin ada culpa , atau

diliputi oleh
sengaja,

rus mengetahui,

mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak
perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.®®
Sedangkan menurut Hermein Hadiati menyebut unsur-unsur tindak pidana

pembunuhan sebagai berikut :

63 P.A.F Lamintang, Op.cit, hal. 18

64 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,
hal. 57

5 Wahyu Adnan, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Gunuga Aksara, Bandung, 2007, hal. 45
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a. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang, hubungan ini
ada dalam alam kenyataan;

b. Adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematian orang

Memori Penjelasé Van Toelichting gatakan, bahwa kelalaian
(culpa) terl antara be : ﬂ’ a itu dipandang

lebih ringan diba : : yaj 3 1 azewinkel Suringa

diadakan pengurangs J K _antara sengaja dengan

rumusan disisebut pula delik culpa pada rumusan berikutnya. Disebut
pembunuhan dengan sengaja pada Pasal 338 KUHP yang diancam pidananya
maksimum 15 tahun penjara, pada Pasal 359 KUHP disebut “karena salahnya

menyebabkan orang mati”, yang di Indonesia diancam pidana maksimal 5 tahun.

% Hermein Hadiat Koeswadji, Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus, dan
Permasalahanya, PT. Sinar Wiyaya, Surabaya, 2014, hal. 22.
57 Andi Hamzah, Op.cit, hal. 125
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Ancaman pidana ini sudah diperberat dengan pertimbangan terlalu banyak terjadi

delik ini khususnya yang disebabkan oleh pengemudi mobil. Semula diancam

hanya maksimum satu tahun penjara atau 9 bulan kurungan.®®

disadari dan ke : ak dis: : lisadari itu dapat

digambarka “ : K ta engaja dan telah

berusaha i akibat yang terje ) — walaupun demikian

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain,
diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lam
lima belas tahun.”

2. Pembunuhan terkualifikasi (gequalificeerd) (Pasal 339 KUHP)

% bid, hal. 127.

69 C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Op.cit, hal. 53-54

© M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, Remaja Karya, Bandung, 2010, hal. 12
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“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu

perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk

melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam

. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP)
“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri
yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati dengan pidana
penjara paling lama dua belas tahun.”

6. Bunuh diri (Pasal 345 KUHP)
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“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri,

menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana

kepadanaya untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat

yang dituju erhada L 0rang se - ':: : imak an diatas, Kita juga
dapat mengetahui ba 1 uk U _ : nembuat pembedaan
antara berbagai kejahata : awa orang dengan

memberikan : N ‘ ala - i an yang ditujukan

1. Kejahatan be a a orang lain dalam
ana pembentuk undang-
perbedaan  kesengajaan
menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu
yang telah diberi nama doodslag dengan kesengajaan menghilangkan
nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut
moord doodslag diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang moord diatur

dalam Pasal 340 KUHP

L P.A.F Lamintang, Op.cit, hal. 11
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2. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak baru
dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan itu selanjutnya

pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan

3. )ermintaan yang
sendiri, yakni

4 melakukan bunuh
diri sebagaimana yang

5. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita

atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia.
Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah
disebut dengan kata afdrijving. Mengenai kejahatan ini selanjutnya

pembuat undang-undang masih mebuat perbedaan antara beberapa jenis
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afdrijving yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing
yaitu :

a. Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas

sebagai berikut ;
1. Pembunuhan Biasa
Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 yang berbunyi :
“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena
bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara

paling lama lima belas tahun.”
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Dari Pasal tersebut dapat diketahui yang menjadi unsur-unsur sebagai

berikut :

a. Dengan sengaja ;

2. NUNe
>
dak UHP yang
berbunyi ' 1 d; “-v oelh suatu

perbuatan
an, ataupun untuk

lawan hukum,

=
ENAN AT

diancam de : a seur lidup ate G U tertentu, paling

bunuhan dengan

: mempersiapkan
tindak pidana lain, untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana
lain dan dalam hal tertangkap tangan ditujukan untuk
menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana
serta untuk memastikan penguasaan benda yang diperoleh secara

melawan hukum (dari tindak pidana lain itu).
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Unsur diikuti, disertai atau didahului terletak di belakang pembunuhan dan

unsur tersebut diartikan sebagai sebuag kesengajaan menghilangkan

nyawa orang lain, adapun unsur-unsur oogmerk atau maksud juga terletak

Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh
unsur dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah dengan suatu unsur
lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal
340 KUHP mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338 KUHP, maka

pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang

72 |bid, hal. 46.
53



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

berdiri sendiri (een zelfstandingmisdrijf) lepas dan lain dengan

pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP).”3

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya

singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena
tergesa-gesa waktu yang demikan sudah tidak menggambarkan ada
hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan

pelaksanaan pembunuhan.

8 Adami Chazawi, Op.cit, hal. 81
" Ibid, hal. 82
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c. Pelaksanaan Kehendak (Perbuatan) dalam Suasana Tenang.
Maksud dari Pelaksanaan Kehendak (Perbuatan) dalam Suasana

Tenang yaitu, dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana

han akan biasa
(kinderd oord), berikut
uraiann

a.

penjara paling lama tujuh tahun.”

Dari rumsuan mengenai tindak pidana pembunuhan anak, dapat diketahui

bahwa unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan anak yang diatur dalam Pasal

341 KUHP sebagai berikut :

a. Menghilangkan nyawa anaknya pada saat segera setelah

kelahiranya
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b. Takut diketahui telah melahirkan anak
Langermeijer berpendapat bahwa ketentuan pidana diatur dalam Pasal 341

KUHP itu juga diberlakukan bagi wanita yang telah menikah, jika wanita tersebut

bahwa i

umumnya ada
dilakukan

keadaan aNg L :‘ i " )¢ (verminderde

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena
takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak
dilahirkan tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam

karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana , dengan

> Noyon-Langemeijer, Het Wethook (Catatan 1 Pada Pasal 290) dalam P.A.F. Lamintang dan
Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta,
2010, hal. 62.
76 1bid, hal. 65
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pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pengambil keputusan

kehendak dalam Pasal 342 ini memiliki perbedaan unsur berencana

dengan unsur berencana pada Pasal 340. Perbedaan ini adalah kalau

Faktor-faktor atau kondisi yang mempengaruhi seorang ibu sehingga
dengan sengaja menghilangkan nyawa anak yang baru dilahirkan atau tidak
berapa lama setelah dilahirkan adalah sebagai berikut :

a. Dari faktor psikis, yaitu adanya perasaan takut yang mendalam akan

ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, perbuatan itu dilakuakn oleh
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seorang ibu yang tidak menghendaki anak itu hidup, anak yang dilahirkan
tanpa ayah atau ayah dari anak itu tidak bertanggungjawab.

b. Dari faktor waktu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seorang ibu untuk

a. Menghilangkan nyawa orang lain
b. Atas permintaan dan secara tegas dan sungguh-sungguh

Unsur permintaan korban membuktikan bahwa inisiatif untuk
membuktikan pembunuhan itu terletak pada korban sendiri. Permintaan

adalah berupa pernyataan kehendak yang ditujukan pada orang lain, agar

" Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, Hukum Pidana, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014,
hal. 106.
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orang itu melakukan perbuatan tertentu bagi kepentingan orang yang
meminta.

6. Bunuh diri

perbuatan menolong orang lain dalam melakukan bunuh diri.

3. Bentuk ketiga, melarang orang yang dengan sengaja melakukan
perbuatan memberikan sarana pada orang yang diketahui akan bunuh
diri

7. Menggugurkan kandungan
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Menggugurkan kandungan diatur dalam Pasal 346 KUHP yang berbunyi :
“Sorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandunganya

atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling

sedang dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan maka dikatakan
bahwa pelakunya haruslah ibunya.

Perbuatan menggugurkan kandungan adalah melakukan perbuatan
yang bagaimana pun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang

perempuan yang menimbulkan akibat lainnya bayi atau janin dari rahm

perempuan sebelum waktunya dilahirkan menurut alam. Lahirnya bayi
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atau janin sebelum waktu inilah yang menjadi maksud si pelaku. Hal
yang penting dalam perbuatan ini adalah bayi atau janin harus keluar

dari rahim dan keluarnya karena paksaan oleh perbuatan, artinya lahir

nsur-unsur

orang lain

nya sendiri.
bahwa akibat
ain tersebut dapat
enyuruh orang

dalam konteks

berhendak atau pelakunya tidak dapat dipidana, karena tidak tahu,
tunduk pada kekerasan dan karena tersesatkan. Sedangkan pada Pasal
346 melakukan dapat dijatuhi pidana. Pengertian menyuruh lakukan
dalam Pasal 346 adalah berupa unsur tingkah laku atau perbuatan yang

dilarang dari suatu tindak pidana.
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyeb erjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah

perbuatan

kesengajaa S angkan nyawa ora : 3 (UHP,  ketentuan-

ketentuan pidana tentar ¢ [ p-nyawa orang lain

diatur dalam

3 .Q & atau beberapa orang yang
meninggal dunia.”® Tindak k ‘ -

tingkah laku yang melanggar dari aturan-aturan pengertian normative atau dari
harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Dan salah satu cara untuk
mengendalikan adalah dengan sanksi pidana. Hakikat dari sanksi pidana adalah

pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeraan baik ditujukan

8 Adami Chazawi, Op.cit, hal. 29.
9 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 24
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kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai

potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari

segaola bentuk kejahtan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.

2. Perampasan barang-barang tertentu

3. Pengumuman putusan hakim

Sub-sub sistem hukum seperti disebutkan dalam ketentuan tersebut
sederhana sekali. Tetapi kalau diperhatikan benar-benar, maka kesederhanaanya

menjadi berkurang karena sistem hukuman yang keliatannya sederhana dalam

8 |_eden Marpaung, Op.cit, hal. 12.
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pelaksanaanya kurang memperhatikan sifat obyektifitas hukumannya yang sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan hanya dilihat kegunaan untuk

menghukum pelaku tindak pidananya saja. Hal inilah yang kemudain

a. man penjara
b. HP), diancam
ertentu, paling
c ngan hukuman
a dua puluh tahun.
& pl
d.

2. Pembunuhan anak berencana (kindermoord) (Pasal 342 KUHP),
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
e. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP), diancam

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

81 Barda Nawawi Arief dan Muladi, Op.cit, hal. 47.
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f. Bunuh diri (Pasal 345 KUHP), diancam dengan pidana penjara paling

lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

g. Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP), diancam dengan pidana

tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan kekayaan. Nafsu
ingin memiliki menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana untuk
mendapatkan apa yang ingin dia miliki, dan hal tersebut terus berlanjut
karena kesejahteraan yang semakin meningkat, sehingga menyebabkan

seorang pelaku tindak pidana kejahatan terus mengulangi perbuatannya.

82 Moeljatno, Op.cit, hal. 121.
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b. Rendahnya budi pekerti.
Lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang

berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan terhadap budi

)

-
W
-
ap’
“
K
.
a

S, D\
%
< -

di wilayah hukum Polres Pelalawan, yaitu faktor personal. Faktor personal adalah
faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan karena masalah biologis dalam
diri pelaku kejahatan, yang meliputi umur, jenis kelamin, keadaan mental pelaku

kejahatan tersebut. Namun faktor personal tidak hanya terkait biologis dari pelaku

8 Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hal.
101.
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tetapi juga menyangkut masalah psikologis dari pelaku kejahatan tersebut seperti
agresifitas, kecerobohan, dan ketersaingan yang dirasa dalam dirinya.3

Berdasarkan beberapa kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum

ering menjadi
nal seseorang
eperti perasaan

aktor ini juga

lain (PIL), sehingga timbulnya kecemburuan dan mengakibatkan terjadinya
tindak kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang.

b. Faktor psikologis/kejiwaan.
Psikologis atau kejiwaan disini dimaksudkan apakah pelaku kejahatan

mengalami gangguan mental seperti psikopat dan lainnya atau dalam

84 Hasil wawancara penulis Kanit Reskrim Polres Pelalawan, pada tanggal 12 Desember 2021.
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keadaan normal. Biasanya seorang yang tanpa sebab melakukan tindak
pidana pembunuhan dikarenakan terdapat gangguang mental dan pelaku
dalam kondisi abnormal.

C.

pengetahuan
I iman yang
enderung akan

inal.

bulkan tindak
. Nafsu ingin
pidana untuk

a kasus Kasus
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e. Demoralisasi seksual.
Demoralisasi seksual adalah penurunan terhadap moral seseorang karena
seksual. Bisa dibilang demoralisasi seksual adalah kelainan yang terdapat
pada diri seseorang yang terobsesi terhadap hubungan seks.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dirangkum bahwa teori

kriminologi oleh Bonger memang benar merupakan faktor penyebab terjadinya
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pembunuhan di wilayah hukum Polres Pelalawan dan dapat diketahui bahwa
perempuan merupakan individu yang paling rentan menjadi korban tindak pidana

pembunuhan.

Berdasark

Republik Indonesia yang ditugaskan untuk menangani hal tersebut.
Sasaran penyelidikan ialah orang, benda/barang, tempat kejadian.
Penyelidikan yang dilakukan oleh Unit Reserse Umum dilakukan secara

terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang
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diperlukan dan dilakukan secara tertutup apabila tim kesulitan dalam
proses penyelidikan.®

b. Melakukan Penyidikan

bukti.

c. Kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara
Begitu kita mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, yang mana tidak

dilaporkan atau tidak dilaporkan Pihak Kepolisian khususnya Reserse

8 Hasil Wawancara dengan Bripka Rudi Agustinus Tampubolon di Polres Pelalawan, pada hari
Sabtu, tanggal 13 Desember 2021.
8 Hasil Wawancara dengan Bripka Rudi Agustinus Tampubolon di Polres Pelalawan, pada hari
Sabtu, tanggal 13 Desember 2021.
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Kriminal segera menuju TKP untuk melakukan Olah Tempat Kejadian
Perkara, dari Olah TKP Kepolisian dapat mengetahui modus operandinya
seperti apa, bagaimana cara melakukan pembunuhan tersebut.

Dalam kegiatan gelar perkara bertujuan-untuk mencari dan mengumpulkan
barang bukti yang tertinggal dan dengan barang bukti itu akan menjadi pertunjuk
bagi pihak Kepolisian khususnya Reserse  Kriminal dalam mengungkap tindak
pidana pembunuhan, Kemudian mencari tahu apakah suatu peristiwa tersebut
merupakan suatu tindak pidana atau bukan, dan pembunuhan sudah jelas
merupakan peristiwa pidana, tetapi temuan mayat tersebut belum tentu suatu
pembunuhan oleh karena itu tim penyidik mengumpulkan alat-alat bukti, mayat
yang ditemukan tersebut bisa saja meninggal dunia karena penyakit, bunuh diri,
atau merupakan peristiwa tindak pidana pembunuhan.®’

Keberhasilan pengungkapan kasus-kasus pembunuhan diawali dari TKP,
banyak informasi-yang kita dapatkan dari olah TKP, dari Olah TKP kita dapat
mengetahui siapa-siapa saja saksinya, modus operandinya, waktu kejadiannya dan
tanggal berapa, mengambil Sidik Jari Korban, mengambil foto korban, membawa
korban kerumah sakit untuk di Visum, membawa barang-barang yang ditemukan
di TKP yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan tersebut apakah ada sidik
jari tersangka yang menempel di benda yang ditemuka di TKP, kemudian
memberikan tanda garis pada letak posisi mayat. Ketika Tempat Kejadian Perkara
tidak steril lagi untuk dilakukannya Olah TKP maka akan sulit bagi Pihak

Kepolisian Khususnya Reserse Kriminal untuk mencari dan mengumpulkan

87 Hasil Wawancara dengan Bripka Rudi Agustinus Tampubolon di Polres Pelalawan, pada hari
Sabtu, tanggal 13 Desember 2021.
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barang bukti yang nantinya akan membuat proses penyidikan akan menjadi
terhambat.

d. Pemeriksaan Saksi

N -ALN \ VA E
2
=

> atu
L\
8 3% 7 ;

3
3
@
QD
=
c
x
QD
S

=

seseorang yang

mengenai fakta

dilakukan oleh Kepolisian Khususnya Reserse Kriminal untuk mengetahui
penyebab kematian dari korban, mayat tersebut diotopsi oleh Dokter
Forensik untuk mengetahui penyebab kematian apakah kematian tersebut
disebabkan adanya pukulan benda tumpul atau diracun, ditikam

menggunakan pisau, dan di cekik menggunakan tali, sehingga pihak

8 Hasil Wawancara dengan Bripka Rudi Agustinus Tampubolon di Polres Pelalawan, pada hari
Sabtu, tanggal 13 Desember 2021.
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Kepolisian dapat menyimpulkan tentang kematian korban yang nantinya
menjadi acuan untuk melakukan rekonstruksi tentang peristiwa Pidana

tersebut.

.o@.

mulai dari penyelid

dalam berita acara, setelah Pihak Kepolisian menyimpulkan bahwa
peristiwa tersebut merupakan perisitiwa pidana maka petugas yang
melakukan penangkapan harus menunjukkan Surat Perintah Penangkapan
kepada tersangka yang diduga kuat melakukan tindak pidana didasarkan

pada permulaan bukti yang cukup, kemudian penangkapan tersebut dimuat
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dalam Berita Acara Penangkapan yang ditanda tangani oleh petugas dan
orang yang ditangkap.

Penyelesaian dan penyerahan berkas ke JPU

Kegiatan penyelesaian dan penyerahan-berkas perkara merupakan kegiatan
akhir ~ dari  penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh
penyidik/penyidik pembantu, proses ;yang meliputi pembuatan resume,
penyusunan isi berkas perkara dan penyerahan berkas perkara haruslah
dilakukan secara cermat dan teliti agar berkas perkara memenuhi syarat,
tersusun rapih dan sistimatis Kegiatan penyelesaian berkas perkara terdiri
dari, pembuatan resume, pembuatan resume merupakan kegiatan penyidik
untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan
suatu tindak pidana yang terjadi, kemudian dilanjutkan Penyerahan Berkas
Perkara dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan pengiriman berkas
perkara berikut penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang

buktinya kepada penuntut umum.8®

B. Upaya Pihak Polres Pelalawan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Pelalawan

Kebijakan dan penanggulan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian

integral dari uapaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya

mencapai kesejahteraan masyarakat (Social welfare). Oleh karena itu dapat

dikatakan bahwa tujuan akhir dari poltik hukum pidana yang juga merupakan

bagian dari politik kriminal, ialah “perlindungan masyarakat guna mencapai

8 Hasil Wawancara dengan Bripka Rudi Agustinus Tampubolon di Polres Pelalawan, pada hari
Sabtu, tanggal 13 Desember 2021.
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kesejahteraan masyarakat”.*® Dengan demikian, politik criminal pada hakikatnya
merupakan bagian integral dari politik social.

Hukum Indonesia tidak Onpartijdig, tapi partijdig, memihak kepada

yang me 1 ke an k enik sa, cipta, dan

karsa baik bada : r < ngan. Namun tidak
jarang keadila di ati, sehingg a terinjak-injak
dan jauh da
enurut G. Pieter
Hoefnagels : g <ebij NE cy ) yang biasa

disebut denge 18 applica dan kebija on penal ( non penal

yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan
peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi
pedoman tidak hanya kepda apembuat Undang-Undang dan juga kepada

para penyelenggarna atau pelaksana putusan pengadilan.”

% M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.21
%t Edi Warman, Selayang Pandang Tentang Kriminologi, Universitas Sumatera Utara Press,
Medan, 2010, hal. 1-2.
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Kebijakan penal atau sering disebut politik hukum pidana merupakan

upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana indonesia masa

yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini. Hal ini berkaitan

kerugian yang lebih kecil.** Barda Nawawi Arif, (2002:35)
Kebijakan penal selain mengatur mengenai perbuatan yang tergolong tindak
pidana juga mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana penjara

92 Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hal. 50.
% 1bid, hal. 66.
% Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit, hal. 35.
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seumur hidup, kurungan dan denda. Apabila pelaku adalah korporasi, maka

terhadap korporasi tersebut dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan

izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum.

'3.

diterima adalah hukuman pic
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b. Upaya Non-Penal

Upaya non-penal yang paling strategis adalah upaya untuk menjadikan

masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat

secara materil dan imateril dari faktor-faktor krominogen.®®

Upaya non-penal yang yang dilakukan oleh Reserse Kriminal Polres

Pelalawan dalam rangka menanggulangt tindak pidana pembunuhan :
1. Mengadakan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat
Penyuluhan hukum ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat, sehingga penting untuk ditanamkan pada
masyarakat supaya di dalamnya berkembang baik suatu sikap dan perasaan
yang taat terhadap peraturan-peraturan, agar setiap orang menyadari dan
menghargal hak serta kewajibanya masing-masing sebagai individu maupun
sebagai anggota masyarakat. Salah satu usaha dari berbagai upaya untuk
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat diadakan dengan cara
memberikan penyuluhan. Penyuluhan ini dapat berupa memberi informasi dan
arahan atau masukan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga
dinilai dapat mengurangt kejahatan atau.tindak pidana pembunuhan.
2. Melakukan patroli dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat
Upaya yang dapat dilakukan yaitu aparat penegak hukum melakukan

patroli setiap ada kegiatan yang berbau kemungkinan ada perjudian dan wajib
berkunjung ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan dan juga melakukan

penjagaan yang kiranya dirasa akan terjadi perjudian togel dari tugas preventif

% Hasil Wawancara dengan Bripka Rudi Agustinus Tampubolon di Polres Pelalawan pada tanggal
13 Desember 2021.
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(pencegahan) pokok polisi yaitu pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan
patroli-patroli. Melakukan deteksi-deteksi dini, dalam hal melakukan deteksi-

deteksi dini dilakukan oleh satuan intelejen untuk mendeteksi kerawanan-

partisipe

laporan

Dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan tidak semudah yang
diharapkan oleh semua pihak terkhusus Pihak Kepolisian dikarenakan pelaku
kejahatan tidak ingin hasil perbuatannya diketahui oleh orang tentunya si pelaku
akan menyembunyikan atau menghilangkan jejak/barang bukti yang nantinya

akan bisa membuat terungkapnya kejahatan yang dilakukannya.

% Barda Nawawi Arif, Op.cit, hal. 49.
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Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Polres Pelalawan,
maka yang menjadi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Reserse Kriminal

dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan tersebut antara lain :%’

Perubahan tempat kejadian perkara, sebelum tim penyidik datang

dilokasi tempat kejadian perkara, kondisi tempat kejadian perkara sudah
berubah, sudah tidak asli lagi, mengalami kerusakan, yang dipengaruhi oleh

beberapa faktor:

%7 Hasil Wawancara dengan Bripka Rudi Agustinus Tampubolon di Polres Pelalawan, pada tanggal
13 Desember 2021.
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Faktor Alam, faktor alam ini dapat menjadi kendala bagi penyidik dalam

proses penanganan TKP karena dapat merubah keaslian TKP seperti

halnya hujan, panas, badai, banjir, dll.

ang-orang, saksi-

yang tertib dan
agi sekarang dalam

yang baik itu

putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan
perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala
yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku
warganya. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non
hukum seperti : nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut

dengan kultur/budaya hukum.
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Kultur atau budaya hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah
sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai,
pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial
dan kekuatan sostal yang. menentukan® bagaimana. hukum digunakan,
dihindari, atau disalahgunakan. Hukum dipercaya sebagai suatu lembaga
penyeimbang Yyang Kuat,cterhadap- ancaman disintegrasi dalam hidup
bermasyarakat akibat benturan kekuatan yang sama-sama ingin berkuasa dan
sekaligus membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa. Hukum dalam
bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk
memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam  hidup bermasyarakat.
Berbeda dengan kekuasaan yang agresif dan ekspansionis, hukum cenderung
bersifat kompromistisa, damai dan penuh dengan kesepakatan-kesepakatan
dalam kehidupan sosial-dan politik.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para aparat penegak
hukum terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia yang dinilai buruk
harus segera dikembalikan dan dipulinkan dengan perbaikan pada aspek
struktur dan substansi“hukum yang diiringl dengan adanya budaya hukum.
Aspek budaya hukum inilah yang mempunyai peranan yang sangat penting
dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Menurut Lawrence M.
Friedman menjelaskan mengenai konsep budaya hukum adalah sikap
manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran,
serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran

sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan,
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dihindari atau disalahgunakan, tanpa adanya budaya/kultur hukum maka

sistem hukum sendiri tak berdaya.®®

Saksi merupakan salah satu alat bukti untuk menjadi acuan dalam

bukti yang mengarah kepada pelaku kasus pembunuhan tersebut
4. Faktor Penegak Hukum
Masih banyaknya anggota Reserse Kriminal yang belum menguasai

dan memahami serta penerapan teknik dan taktik penangkapan, belum

% Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya), Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2003, hal.10
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sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, sehingga sering
ditemukan melakukan penangkapan tanpa menggunakan surat perintah

penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada, masih ditemukan

ALY

i
iha
.
7
7
¢

%

9 Hasil Wawancara dengan Bripka Rudi Agustinus Tampubolon di Polres Pelalawan, pada tanggal
13 Desember 2021
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A. Kesimpulan

BAB IV

PENUTUP

& g berasal dari

o
.
d
o
o4

aktor lingkungan

dan faktor peran

memproses perkara pidana dengan melakukan penyelidikan dan
penyidikan terhadap suatu perkara untuk kemudian ditangani lebih lanjut
oleh kejaksaan dan pengadilan. Upaya non penal penanggulangan tindak
pidana pembunuhan oleh Polres Pelalawan dengan 3 (tiga) upaya, yaitu
melalui pengawasan dan razia di tempat hiburan malam, penyuluhan, dan

pengawasan media cetak/elektronik. Adapun faktor penghambat upaya
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penanggulangan tindak pidana pembunuhan melalui jalur penal yaitu :
pihak keluarga yang kurang pro-aktif terhadap kepolisian, laporan yang

kurang lengkap, anggaran dan biaya akomodasi yang terbatas. Dan

: Qq atan di banjar-banjar dan juga

masyarakat harus ‘ ( ang pantas untuk ditonton dan dibaca

agar dapat meminimalisir timbulnya penyebab terjadinya pembunuhan
dalam keluarga.

2. Polres  Pelalawan  hendaknya dalam  menjalankan  peraturan

perundangundangan harus lebih tegas dan tertata baik, sesuai dengan

prosedur yang yang berlaku serta Polres Pelalawan. Polres Pelalawan

beserta jajaran terkait dalam melaksanakan upaya penanggulangan tindak
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pidana pembunuhan melalui jalur penal dan non penal hendaknya lebih
baik dan lebih menekankan jalur non penal karena bersifat mencegah, jadi

akan lebih baik diterapkan untuk mencegah tindak pidana pembunuhan

psialisasi masyarakat

SVt '0.’

STTAS ISLA
S “2
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